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Abstract. Indonesia is known as the country with the largest archipelago in the world, making it a country with enormous
potential for marine tourism. Maritime tourism has the potential to contribute significantly to the country's economic
growth, but this development can also have a negative impact on the marine ecosystem. This study aims to analyse
the protection of marine ecosystems that are disturbed by maritime tourism activities. The method used is normative
juridical with a statute approach. Primary legal materials include Law No. 32 of 2009 concerning Environmental
Protection and Management, Law No. 1 of 2014 concerning Coastal Zone and Small Island Management -Small
Islands, Law Number 18 of 2025 concerning Tourism, Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the
Implementation of Environmental Protection and Management, and Regulation of the Minister of Marine Affairs and
Fisheries Number 28 of 2021 concerning the Implementation of Marine Spatial Planning. Secondary legal materials,
such as literature, journal articles, law books, and expert opinions supporting this research. The results of the study
show that marine tourism activities have several regulations to govern them through provisions aimed at preserving
the marine ecosystem. These regulations were created to provide restrictions and guidelines for the use of the marine
ecosystem as a marine tourism object in order to prevent damage caused by marine tourism activities, thus requiring
the role of various parties to avoid these negative impacts.
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Abstrak. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, sehingga menjadikan negara ini berpotensi
memiliki daya tarik wisata bahari yang sangat besar pula. Wisata bahari dalam perkembangannya mampu
memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang signifikan, namun perkembangan ini juga dapat
menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan
ekosistem laut yang terganggu oleh aktivitas wisata bahari. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang
Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Bahan hukum sekunder, seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan
pendapat ahli yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas wisata bahari telah
memiliki beberapa regulasi untuk mengaturnya melalui ketentuan yang bertujuan dalam melestarikan ekosistem laut.
Pengaturan tersebut dibuat untuk memberikan batasan dan pedoman terhadap pemanfaatan ekosistem laut sebagai
objek wisata bahari agar dapat mencegah kerusakan yang timbul akibat aktivitas wisata bahari, sehingga diperlukan
peran para pihak untuk menghindari dampak negatif tersebut.

Kata Kunci - Perlindungan Ekosistem Laut; Wisata Bahari; Pengaturan Hukum

. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menjadikan negara ini sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia yang letaknya di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari keadaan geografis ini, Indonesia menjadi
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negara maritim yang wilayah lautnya sangat luas. Luas wilayah lautnya mencapai sekitar 6,4 juta km?, sedangkan luas
wilayah daratannya hanya sekitar 1,9 juta km2. Dari kondisi tersebut, laut dijadikan sebagai pemegang peranan yang
sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Wilayah laut sebagai objek pusat dari
kegiatan pariwisata, mengalami perkembangan di sektor wisata baharinya. Permasalahan yang muncul, seperti
pencemaran yang semakin melonjak, kualitas air laut yang menurun, serta ekosistem pesisir dan laut sebagai satu
kesatuan sistem ekologis yang mengalami kerusakan. Pada akhirnya, gangguan terhadap ekosistem laut akibat
aktivitas wisata bahari memang memiliki dampak merugikan, sehingga memerlukan penegakan hukum lingkungan
yang efektif untuk mengatasinya.[1]

Contoh nyata dampak aktivitas bahari yang dapat diamati adalah kondisi di Nusa Penida, Bali yang
mengalami tekanan akibat overtourism, yaitu lonjakan jumlah wisatawan yang melebihi daya dukung lingkungan.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem laut, khususnya terumbu karang dan kualitas
lingkungan pesisir, sehingga menunjukkan bahwa aktivitas wisata bahari yang tidak terkendali dapat menjadi faktor
penyebab kerusakan lingkungan laut.[2] Regulasi yang mengatur aktivitas wisata bahari ini sudah diatur melalui
beberapa regulasi, di antaranya regulasi dalam bidang lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir, dan
kepariwisataan. Namun, meskipun telah diatur melalui beberapa regulasi tersebut, pada kenyataannya pelanggaran
terhadap ekosistem laut masih terus terjadi, sehingga menyebabkan kelestariannya menjadi terganggu. Fenomena ini
menunjukkan bahwa dalam melindungi ekosistem laut, regulasi yang ada masih belum sepenuhnya menjamin untuk
memberikan perlindungan secara optimal. Dengan demikian, maka permasalahan ini memerlukan kajian mendalam
mengenai bagaimana melindungi ekosistem laut ini agar pengaturan hukum yang sudah ada dapat diterapkan dengan
lebih baik lagi dan bagaimana peran dari berbagai pihak yang bersangkutan, seperti peran pemerintah, pelaku usaha,
dan masyarakat agar meskipun aktivitas bahari tersebut tetap berjalan, keberlanjutan ekosistem lautnya pun juga tidak
mengalami kerusakan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan ekosistem laut yang terganggu oleh aktivitas
wisata bahari, meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Penelitian terdahulu pertama ditulis oleh Dinda
Ayu Fatikasari Sutimin, Muhammad Hero Soepono, dan Refly R. Umbas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
potensi yang ditimbulkan oleh aktivitas wisata bahari adalah dampak negatif terhadap ekosistem laut apabila tidak
disertai dengan pengelolaan yang baik dan menyoroti pentingnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga
kelestariannya. Aktivitas pariwisata dan kondisi ekosistem laut saling terhubung dalam konteks pelaksanaan kegiatan
wisata.[3]

Penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Arfissa Stanislau Liyu, Flora P. Kalalo, dan Hendrik Pondaag. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa peran penting ekosistem laut dalam menjaga keseimbangan ekologis dan
mendukung kehidupan masyarakat pesisir sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan ekosistem laut secara
berkelanjutan. Berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ekosistem laut, termasuk aktivitas manusia dan tingkat
kesadaran dalam melestarikan ekosistem tersebut.[4]

Penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Ni Putu Pramudia Anjaswari, Kadek Julia Mahadewi, Dewa Krisna
Prasada, dan Dewa Ayu Putri Sukadana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan praktik
pengelolaan ekosistem laut dan keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata untuk
menciptakan tata kelola yang baik pada kelestarian ekosistem.[5]

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan
fokus menganalisis pengaturan hukum perlindungan ekosistem laut dan tanggung jawab dari seluruh pemangku
kepentingan. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena fokusnya yang hanya pada gambaran kondisi
ekosistem laut secara umum yang berkaitan dengan aktivitas wisata bahari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan terhadap ekosistem laut yang terganggu oleh
aktivitas wisata bahari. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena aktivitas wisata bahari telah mengalami
peningkatan, namun peningkatannya malah dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan ekosistem, baik
ekosistem pesisir maupun ekosistem laut. Dampak negatif tersebut, seperti terumbu karang yang rusak, perairan yang
tercemar, dan habitat biota laut yang mengalami degradasi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi
terkait perlindungan lingkungan, pengelolaan wilayah pesisir, dan kepariwisataan, namun pada kenyataannya regulasi
tersebut masih belum mampu dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi wisata dengan pelestarian
ekosistem laut.
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Rumusan Masalah

1.

Bagaimana pengaturan hukum perlindungan terhadap ekosistem laut yang terganggu oleh aktivitas wisata
bahari di Indonesia?

Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha wisata, dan masyarakat dalam menjaga
kelestarian ekosistem laut yang terganggu oleh aktivitas wisata bahari?

Il. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute

approach) dan penafsiran sistematis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang
Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Bahan hukum sekunder, seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan
pendapat ahli yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum menggunakan analisa deduktif.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Ekosistem Laut

Konsep perlindungan ekosistem laut merupakan bagian dari sistem hukum lingkungan. Tujuan dari
adanya konsep perlindungan ekosistem laut ini adalah untuk melestarikan keseimbangan ekologis,
memberikan pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan memastikan jika fungsi
ekosistem laut tetap dapat dijalankan secara berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya. Perlindungan ekosistem laut diartikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan
lingkungan hidup secara keseluruhan. Dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut dapat
dilakukan melalui prinsip hukum lingkungan yang diterapkan untuk mengatur tanggung jawab terhadap
aktivitas apa saja dengan potensi merusak ekosistem laut, salah satunya dilakukan melalui prinsip pencemar
membayar yang menegaskan bahwa bagi setiap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan
ekosistem laut wajib bertanggung jawab atas dampak apapun yang ditimbulkan. Konsep ini menekankan
betapa penting keseimbangan antara sumber daya dengan melestarikan ekosistem laut yang dilakukan
melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, sehingga ekosistem laut harus dimanfaatkan dengan baik
dan bertanggung jawab agar keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga.

Ekosistem laut dijadikan sebagai sistem penopang kehidupan memiliki peran penting dalam
menyediakan berbagai manfaat, mulai dari manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi manusia. Manfaat
sosial berarti laut dijadikan sebagai sumber kehidupan masyarakat, seperti kegiatan perikanan. Manfaat
ekonomi berarti laut dijadikan sebagai sumber pendapatan, seperti kegiatan perikanan dan pariwisata bahari.
Manfaat ekologis berarti laut dijadikan sebagai habitat bagi biota laut, menjaga keseimbangan ekosistem, dan
mendukung keberlanjutan kehidupan biota laut. Dari manfaat-manfaat tersebut berarti laut memiliki banyak
sekali manfaat untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lain, maka dari itu kelestarian ekosistem laut
harus tetap dijaga agar kerusakannya dapat dicegah lebih awal. Ekosistem laut yang mengalami kerusakan
dapat menyebabkan dampak negatif, seperti kualitas air laut yang menurun, habitat pantai dan pesisir yang
rusak, dan keanekaragaman hayati yang juga ikut terancam kelestariannya. Hal ini menunjukkan bahwa
ekosistem laut memiliki peran penting dalam menopang kehidupan makhluk hidup dan menjaga
keseimbangan ekologis secara menyeluruh.[6]

Jenis ekosistem laut terdiri dari berbagai sub-ekosistem. Masing-masing dibagi berdasarkan letak
geografis, kedalaman, dan karakteristik biologisnya. Komponen utama dari ekosistem laut ini meliputi
ekosistem pesisir terdiri dari mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuari. Ekosistem pantai terdiri
dari batuan dan pasir. Hingga ekosistem laut lepas dan laut dalam. Setiap jenis ekosistem laut tersebut saling
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berinteraksi satu sama lain dan membentuk suatu sistem lingkungan yang berfungsi dalam menjaga stabilitas
dan keseimbangan ekosistem laut, sehingga apabila salah satu dari ekosistem tersebut yang mengalami
kerusakan, maka keseimbangan keseluruhan sistem tersebut juga akan ikut terpengaruh juga. Yang perlu
mendapatkan perhatian lebih adalah ekosistem terumbu karang. Hal ini dikarenakan terumbu karang
berpotensi sebagai sumber daya alam yang memberikan keuntungan kepada negara dan memberikan banyak
manfaat kepada masyarakat daerah di sekitar wilayah pesisir.[7]

B. Pengaturan Hukum Wisata Bahari di Indonesia

Pengaturan hukum wisata bahari di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional.
Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem dengan mengendalikan pemanfaatan lingkungan laut
dengan baik. Pemanfaatan tersebut harus dalam kerangka hukum yang jelas agar kerusakan dan pencemaran
dapat dicegah. Terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur wisata bahari di Indonesia, seperti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut dari dampak
aktivitas wisata bahari diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 1 angka 2 memberikan definisi terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis untuk mencegah terjadinya pencemaran dan
kerusakan lingkungan serta melestarikan fungsi lingkungan hidup agar tetap terjaga dengan baik. Definisi
tersebut memberikan penegasan bahwa kegiatan apapun yang memanfaatkan sumber daya alam harus
memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaannya, termasuk kegiatan wisata bahari.[8]

Pasal 1 angka 14 menegaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.[9] Sedangkan,
Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pengertian kerusakan lingkungan adalah tindakan dari setiap orang
yang mengakibatkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[10]

Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan cara wajib untuk memiliki
dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan yang wajib dimiliki tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1). Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
memiliki dampak penting terhadap lingkungan harus memiliki dokumen ini. Kewajiban ini penting untuk
digunakan agar dapat memastikan bahwa aktivitas wisata bahari harus melewati proses evaluasi terlebih
dahulu karena aktivitas tersebut berpotensi mempengaruhi ekosistem laut, evaluasi ini penting agar tidak
menimbulkan dampak yang negatif terhadap ekosistem laut. Setiap usaha dan/atau kegiatan juga wajib
memiliki zin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal
36 ayat (1). Pasal ini dapat mengikat pelaku usaha dengan menempatkan izin lingkungan sebagai instrumen
hukum untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan standar perlindungan lingkungan yang
sudah ditetapkan.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintan Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan lingkungan hidup
dilaksanakan melalui instrumen persetujuan lingkungan sebagai syarat dalam perizinan berusaha yang diatur
dalam Pasal 3. Pasal 4 juga menjelaskan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki
AMDAL sebagai bentuk pengendalian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa kegiatan wisata bahari wajib memenuhi persyaratan lingkungan hidup untuk mencegah
kerusakan dan pencemaran ekosistem laut.[11]

Pengawasan kegiatan usaha merupakan kewenangan dari pemerintah. Pasal 71 menjelaskan bahwa
menteri, gubernur, atau bupati/walikota diberikan kewenangan oleh negara untuk mengawasi kepatuhan
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pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan lingkungan hidup. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah
dapat memastikan kerusakan ekosistem laut tidak lagi disebabkan oleh kegiatan wisata bahari. Bagi pelaku
usaha yang tidak patuh terhadap aturan, maka dapat dikenakan sanksi administratif yang tercantum dalam
Pasal 76, sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin
lingkungan, atau pencabutan izin. Dengan adanya pengaturan sanksi administratif tersebut, pemerintah
memiliki dasar hukum dalam memberhentikan kegiatan wisata bahari apabila terbukti merusak ekosistem
laut.[12]

Dasar hukum mengenai pengelolaan wilayah pesisir sebagai lokasi utama dalam kegiatan wisata
bahari diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa melalui perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya pesisir, maka pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan. Pasal ini digunakan
untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dengan pemanfaatan, sehingga untuk
memanfaatkan wilayah pesisir diperlukan perencanaan yang baik dan benar. Setiap pihak yang
memanfaatkan wilayah pesisir juga wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 ayat (1). Persyaratan perizinan ini digunakan untuk memberikan kontrol hukum dalam
memanfaatkan wilayah pesisir yang dijadikan sebagai objek kegiatan wisata bahari. Sistem perizinan ini juga
dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan wisata bahari tidak berdampak merusak ekosistem laut dan
dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan wilayah pesisir.[13]

Pelaksanaan pemanfaatan ruang laut yang dijadikan sebagai objek kegiatan wisata bahari juga diatur
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut. Dalam Pasal 7 huruf a mengatur kawasan pemanfaatan umum yang salah satunya digunakan
sebagai zona pariwisata. Pasal 8 huruf b juga menjelaskan zona pariwisata yang dibagi dalam beberapa
kegiatan, salah satunya mencakup kegiatan pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga
setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketentuan
ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan wisata bahari harus sesuai dengan zonasi wilayah laut untuk menjaga
keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan perlindungan ekosistem laut.[14]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dijadikan sebagai dasar hukum
dalam menyelenggarakan kegiatan wisata bahari. Pariwisata memiliki definisi sebagai bentuk kegiatan wisata
dengan dukungan fasilitas dan layanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2. Fasilitas ini disediakan
oleh pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Sehingga, dari definisi tersebut
menempatkan kegiatan wisata bahari sebagai bagian dari sistem kepariwisataan nasional yang
penyelenggaraannya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 2 menetapkan bahwa
kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keberlanjutan, keseimbangan, dan asas-asas
yang lain. Asas keberlanjutan menempatkan kegiatan pariwisata sebagai bagian penting yang harus
dilindungi melalui perlindungan terhadap ekosistemnya. Kegiatan wisata bahari diselenggarakan dengan
memperhatikan kelestarian ekosistem laut sebagai bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wisatawan memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan hukum
dalam kegiatan wisata, hal ini tercantum dalam Pasal 20. Pemberian hak ini menunjukkan bahwa tanggung
jawab negara dalam memastikan bahwa kegiatan wisata harus dilakukan pada kondisi yang aman dan sesuai
dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum tersebut sebagai bagian dari keamanan dan keberlanjutan
kegiatan wisata memiliki kaitan dengan kewajiban menjaga ekosistem laut. Pelaku usaha wisata juga wajib
mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, hal ini tercantum dalam Pasal 26. Pelaku usaha wisata ditempatkan
sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab menjaga ekosistem laut dari segala bentuk kerusakan akibat
aktivitas wisata bahari. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban hukum dalam menyelenggarakan
kegiatan wisata merupakan bagian dari upaya melindungi ekosistem laut.[15]

C. Kerusakan Ekosistem Laut Akibat Aktivitas Wisata Bahari
Ekosistem laut merupakan sistem yang pembentukannya melalui interaksi antara makhluk hidup
dengan lingkungan fisiknya, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Fungsi penting yang dimiliki
oleh ekosistem laut adalah dengan menyediakan habitat bagi berbagai jenis organisme laut dan menjaga
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keseimbangan ekologi. Keberadaan ekosistem laut ini berperan penting dalam memberikan dukungan
terhadap keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan lingkungan, dan pemanfaatan berbagai kegiatan
ekonomi dari ketersediaan sumber daya alam, termasuk wisata bahari. Aktivitas wisata bahari ini sering tidak
dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang fatal, seperti
degradasi ekosistem, pencemaran air, dan keanekaragaman hayati laut yang semakin menghilang. Dari
kondisi tersebut, dapat diketahui apabila kerentanan ekosistem laut dapat dipicu oleh tekanan aktivitas
manusia, termasuk aktivitas wisata bahari yang penggunaan objek wisatanya dengan memanfaatkan
lingkungan laut, sebagaimana bisa di lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Dampak Aktivitas Wisata Bahari terhadap Kerusakan Ekosistem Laut.

No. | Perbuatan dalam | Mengganggu Ada Sanksi yang Bukti jika mengganggu
wisata bahari ekosistem sanksinya/ dapat
laut/tidak tidak dikenakan

1. | Aktivitas kapal Ya Ada Pasal 98 dan Aktivitas kapal wisata
wisata yang Pasal 99 UU menyebabkan kerusakan fisik
beroperasi secara No. 32 Tahun | terumbu karang akibat jangkar
intensif di kawasan 2009, Pasal 87 | dan pergerakan kapal, serta
terumbu karang UU No. 32 meningkatkan tekanan
(termasuk Tahun 2009 terhadap ekosistem laut.
pembuangan Aktivitas wisata bahari
jangkar dan lalu termasuk kapal wisata
lintas kapal yang berkontribusi terhadap
tinggi) penurunan tutupan karang dan

terganggunya keseimbangan
ekosistem laut.[16]

2. | Aktivitas wisatawan Ya Ada Pasal 99 dan Perilaku wisatawan
snorkeling yang Pasal 99 UU snorkeling, seperti menginjak,
melakukan kontak No. 32 Tahun | menendang (fins kick), dan
langsung dengan 2009, Pasal 87 | menyentuh karang terbukti
terumbu karang UU No. 32 menyebabkan kerusakan fisik
(menginjak, Tahun 2009 berupa patahan dan goresan
menendang dengan karang, bahkan kontak
fins, menyentuh langsung menjadi faktor
atau berpegangan utama kerusakan akibat
pada karang) aktivitas snorkeling.[17]

3. | Pembuangan Ya Ada Pasal 98 dan Sampah plastik di laut terbukti
sampah anorganik Pasal 99 UU merusak habitat, seperti
(terutama plastik, No. 32 Tahun | terumbu karang, menghambat
sisa makanan, dan 2009, Pasal 87 | pertumbuhan biota laut, dan
limbah wisata) oleh UU No. 32 dapat menyebabkan kematian
wisatawan di Tahun 2009 organisme laut karena tertelan
kawasan pesisir dan atau terjerat sampah.
laut saat aktivitas Observasi menunjukkan
wisata bahari adanya tumpukan sampah di

pesisir yang meningkat setelah
aktivitas wisata, juga
kebiasaan wisatawan yang
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membuang sampah sembarang
akibat minimnya fasilitas dan
kesadaran.[18]

Aktivitas wisata bahari merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap
ekosistem laut melalui pemanfaatan lingkungan laut. Aktivitas wisata yang dapat menimbulkan dampak
negatif bagi ekosistem laut, seperti snorkeling yang melibatkan kontak fisik dengan ekosistem laut dan
fasilitas wisata yang pembangunannya di wilayah pesisir. Aktivitas manusia yang berlangsung secara terus-
menerus di wilayah pesisir dan laut dapat menyebabkan perubahan kondisi lingkungan, perubahan ini
berdampak pada kelangsungan hidup biota laut. Keseimbangan ekosistem laut menjadi terganggu dan
kualitas lingkungan juga menurun karena tekanan aktivitas manusia. Kontribusi aktivitas wisata bahari
menjadi salah satu faktor yang merusak ekosistem laut apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang
memadai.[19]

Salah satu ekosistem laut yang paling rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas wisata bahari
adalah terumbu karang. Fungsi penting terumbu karang sebagai penopang keseimbangan ekosistem laut dan
sebagai habitat dari berbagai jenis biota laut. Kondisi lingkungan yang stabil sangat berpengaruh pada
keberadaan terumbu karang, karena terumbu karang hidupnya bergantung pada kondisi tersebut. Ketika
terdapat gangguan fisik maupun kimia, maka kerusakannya akan berdampak pada keseluruhan ekosistem
laut. Aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang, seperti menginjak terumbu karang, menyentuh
terumbu karang, dan aktivitas lain yang tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan fisik pada struktur
terumbu karang menjadi rusak. Pada akhirnya, fungsi terumbu karang sebagai habitat biota laut akan
terganggu karena kerusakan tersebut, keanekaragaman hayati laut juga akan berkurang.

Rusaknya terumbu karang juga dapat disebabkan oleh aktivitas wisata bahari yang mencemari
ekosistem laut. Pencemaran akibat aktivitas wisata bahari, seperti membuang limbah, sampah, dan bahan
pencemar lain ke laut secara sembarangan dapat menyebabkan kualitas air laut menjadi menurun, sehingga
berdampak pada biota laut. Kualitas air laut yang berubah menjadi sangat sensitif bagi terumbu karang,
sehingga terumbu karang dan organisme lain yang bergantung padanya mudah mati karena pencemaran
ekosistem. Kualitas terumbu karang juga mengalami penurunan akibat sedimentasi, polusi, dan aktivitas
manusia yang dampaknya berkelanjutan terhadap ekosistem laut. Kualitas terumbu karang yang menurun ini
menunjukkan bahwa tidak terkendalinya aktivitas wisata bahari dapat menyebabkan kerusakan dan
dampaknya pada keseluruhan ekosistem laut.[20]

Kerusakan yang terjadi akibat aktivitas wisata bahari juga berdampak pada wilayah pesisir sebagai
bagian dari ekosistem laut. Wilayah pesisir dijadikan sebagai tempat membangun fasilitas wisata,
menyebabkan kondisi lingkungan mengalami perubahan, dan berdampak pada stabilitas ekosistem pesisir.
Perubahan struktur lingkungan, habitat organisme laut yang terganggu, dan sedimentasi yang meningkat
merupakan akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan di wilayah pesisir. Selain aktivitas
pembangunan, aktivitas manusia di wilayah pesisir juga dapat merusak ekosistem laut apabila kelestarian
lingkungan tidak diperhatikan dengan baik.

Wilayah pesisir memegang peran penting dalam mendukung berbagai bentuk kehidupan laut, karena
wilayah pesisir menjadi zona peralihan antara darat dan laut. Kawasan pesisir memiliki fungsi untuk menjaga
keseimbangan lingkungan sekaligus menjadi habitat dari berbagai jenis spesies laut, maka dari itu kawasan
pesisir memiliki nilai ekologis yang tinggi. Keberadaan wilayah pesisir sebagai bagian dari lingkungan laut
menjadikan kondisi lingkungan pesisir sangat mempengaruhi kelestarian ekosistem laut di sekitarnya.[21]

Kerusakan habitat laut dapat menyebabkan populasi biota laut menurun dan mengganggu rantai
makanan dalam ekosistem laut. Ekosistem yang rusak ini juga berdampak pada keberlanjutan sektor
pariwisata bahari. Kerusakan yang terjadi di ekosistem laut akan menghilangkan daya tariknya sebagai objek
wisata, sehingga dampaknya akan menurunkan aktivitas wisata. Keberlanjutan sektor wisata bahari sangat
bergantung pada kondisi ekosistem yang sehat dan terjaga. Ekosistem laut yang rusak juga dapat mengurangi
nilai ekologis dan ekonomi sebagai objek wisata. Sehingga, kerusakan ekosistem laut tidak hanya berdampak
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pada lingkungan di sekitarnya saja, namun juga berdampak pada sektor ekonomi yang keberlanjutannya
bergantung pada ekosistem laut ini.

Aktivitas wisata bahari yang tidak disertai dengan pengelolaan yang baik dapat menyebabkan
kerusakan ekosistem laut yang bersifat jangka panjang. Membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari
kerusakan ekosistem laut tersebut. Bahkan, sampai ada kerusakan permanen. Ekosistem laut memiliki
keterbatasan dalam memulihkan diri dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan
ekosistem laut akibat aktivitas bahari merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian khusus.
Aktivitas wisata bahari yang berdampak negatif bagi ekosistem menunjukkan adanya hubungan antara
aktivitas manusia aktivitas manusia dan keberlanjutan ekosistem laut.[22]

Fenomena overtourism di Nusa Penida, Bali menunjukkan adanya peningkatan aktivitas wisata
bahari yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan
ekosistem laut, seperti terumbu karang dan pencemaran perairan. Pada aspek perizinannya, dalam kasus
peningkatan aktivitas wisata yang tidak terkendali ini menunjukkan adanya indikasi bahwa pelaksanaan
kegiatan wisata tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perizinan lingkungan berdasarkan Pasal 22 UU
No. 32 Tahun 2009 tentang kewajiban AMDAL dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang izin
lingkungan. Penerapannya, jika jumlah wisatawan melebihi daya dukung lingkungan yang telah dianalisis
dalam AMDAL, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan izin lingkungan yang diberikan,
sehingga berpotensi melanggar ketentuan perizinan.

Pada aspek pemidanaannya, kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas wisata yang berlebihan dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98
UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009. Penerapannya, apabila kerusakan terumbu
karang terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan wisata, misalnya tidak membatasi jumlah wisatawan, maka
unsur kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat terpenuhi, sehingga dapat dikenakan sanksi
pidana. Pada aspek keperdatannya, kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan dari overtourism juga
menimbulkan kewajiban tanggung jawab hukum secara perdata berdasarkan Pasal 87 UU No. 32 Tahun
2009. Penerapannya, pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan wisata apabila menyebabkan kerusakan
ekosistem laut wajib melakukan pemulihan lingkungan dan membayar ganti rugi, sesuai dengan prinsip
pencemar membayar.[23]

D. Perlindungan Ekosistem Laut Akibat Aktivitas Wisata Bahari

Perlindungan ekosistem laut memerlukan upaya melalui berbagai mekanisme pengawasan,
pengendalian, dan penegakan hukum untuk mencegah ekosistem laut dari kerusakan. Wilayah laut dan pesisir
dimanfaatkan untuk aktivitas wisata bahari sebagai objek wisata. Hal ini memerlukan pengelolaan yang
serius dan bertanggung jawab agar ekosistem tidak mengalami kerusakan dan pencemaran. Fungsi dalam
mengatur hukum lingkungan agar aktivitas manusia dapat dikendalikan dan kerusakan ekosistem akibat
kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dapat dicegah. Jika dapat mengendalikan aktivitas manusia
maupun aktivitas wisata bahari, maka perlindungan ekosistem laut dapat terlaksana melalui pengawasan dan
sistem hukum agar ekosistem laut tetap terlestarikan seiring dengan kegiatan wisata bahari.

Perlindungan ekosistem laut secara preventif dilakukan sebagai upaya pengendalian kerusakan
lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur
dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPLH. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat
dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan berdasarkan Pasal 13 ayat (2). Pengendalian
tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai
kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing, hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3). Takdir
Rahmadi juga menjelaskan bahwa perlindungan preventif ini dilakukan melalui instrumen hukum
administrasi, seperti perizinan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan pengawasan yang diatur dalam Pasal
71 UU PPLH untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak awal.[24]

Perlindungan ekosistem laut secara represif dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang
dilakukan setelah terjadinya kerusakan ekosistem laut melalui pemberian sanksi hukum kepada pelaku
pelanggaran. M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum represif dilakukan melalui penegakan
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hukum untuk memberikan sanksi dan menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam memberikan
perlindungan represif ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan ekosistem laut.
Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
lingkungan hidup, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan
izin lingkungan yang diatur dalam Pasal 76 UU PPLH. Setiap penanggung jawab usaha yang telah melakukan
pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup juga wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang
dirusak dan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan agar kerusakan lingkungan laut akibat
aktivitas manusia dapat pulih kembali, hal ini diatur dalam Pasal 87 UU PPLH. Pasal 98 yang mengatur
bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda dan penjara. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem laut secara represif dilaksanakan melalui pemberian sanksi
administratif, perdata, dan pidana.[25]

Perlindungan ekosistem laut memerlukan peran dari pemerintah, pelaku usaha wisata, dan
masyarakat yang secara bersama-sama menjaga kelestariannya. Melalui pengawasan, pengaturan, dan
penegakan hukum, pemerintah melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan melalui
penetapan peraturan dan kebijakan terkait ekosistem laut serta untuk memastikan jika kegiatan wisata bahari
tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah juga berperan dalam
melindungi ekosistem laut, hal ini menunjukkan apabila negara bertanggung jawab untuk menjaga
kelestarian ekosistem laut sebagai bagian dari sumber daya alam yang pemanfaatannya untuk kegiatan
pariwisata.[26]

Pelaku usaha wisata juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian ekosistem laut
sebagai bagian dari kewajiban menjalankan kegiatan usaha. Lingkungan laut yang dimanfaatkan oleh pelaku
usaha untuk kegiatan wisata harus dipastikan terlebih dahulu agar kegiatan tersebut tidak berdampak buruk
pada lingkungan. Pelaku usaha juga wajib mematuhi setiap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan
lingkungan agar kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dicegah. Dengan patuh pada aturan yang
berlaku, maka pelaku usaha sudah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut.[27]

Masyarakat pun juga memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem laut sebagai bagian dari
lingkungan hidup untuk dijaga kelestariannya. Utamanya, masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan laut
atau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ikut memanfaatkan ekosistem laut, maka mereka juga
memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga lingkungan laut agar terhindar dari segala bentuk
kerusakan dan pencemaran. Masyarakat yang ikut berpartisipasi menjaga ekosistem merupakan bagian
penting dalam upaya untuk melindungi lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam melindungi ekosistem
juga perlu mendapatkan perhatian, tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pelaku usaha, namun
memerlukan keterlibatan masyarakat juga. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk
kegiatan, namun tujuannya tetap sama untuk menjaga kelestarian ekosistem. Peran masyarakat ini dapat
dilakukan dengan mendukung upaya perlindungan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan laut, dan
mengawasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat membantu
untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem laut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem
laut merupakan tanggung jawab bersama.[28]

V. KESIMPULAN

Pengaturan hukum perlindungan terhadap ekosistem yang terganggu oleh aktivitas wisata bahari di
Indonesia telah diatur melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 18 Tahun
2025 tentang Kepariwisataan, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PERMEN KKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut yang secara keseluruhan memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut melalui mekanisme
pencegahan, pengendalian, dan penegakan hukum. Perlindungan tersebut dilakukan melalui kewajiban
penyusunan AMDAL (Pasal 22 UU 32/2009) sebagai upaya pencegahan serta kewajiban memiliki izin
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lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU 32/2009), dan izin pemanfaatan wilayah pesisir (Pasal 17 ayat (1) UU
1/2014) sebagai bentuk pengendalian agar aktivitas wisata bahari tidak melampaui daya dukung lingkungan.
Pelanggaran yang menimbulkan kerusakan ekosistem laut dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 98 dan 99
UU 32/2009) serta tanggung jawab berupa pemulihan lingkungan dan ganti rugi (Pasal 87 UU 32/2009).
Perlindungan ekosistem laut tidak hanya bersifat normatif, namun juga diwujudkan melalui penerapan sanksi
administratif, pidana, dan perdata terhadap setiap pelanggaran, dengan tanggung jawab yang melibatkan
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
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